Pengantar

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah
memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
sebagai bagian yang akan diatur dalam KUHP. Dimasukkannya jenis
kejahatan ini merupakan hasrat besar dari penyusun RUU KUHP
untuk memasukkan semua jenis tindakan yang masuk dalam kategorisasi
pidana dan maksud atas upaya kodifikasi hukum pidana. Namun
muncul kekhawatiran dimasukkannya kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan dalam RUU KUHP akan melemahkan bobot
kejahatan (gravity of the crimes) dikarenakan jenis-jenis kejahatan
tersebut telah dikenal sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary
crimes) dan merupakan kejahatan internasional. Kejahatan-kejahatan
ini merupakan kejahatan yang mengejutkan hati nurani umat manusia
(shocking conciousness of human kind). Sebagai konsekuensinya, terhadap
kejahatan-kejahatan yang tergolong serius ini, asas dan doktrin hukum
menunjukkan adanya pemberlakukan asas-asas umum yang berbeda
untuk menjamin adanya penghukuman yang efektif. Dengan demikian,
memasukkan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
dalam Rancangan KUHP dikhawatirkan akan menjadi penghalang
untuk adanya penuntutan yang efektif karena adanya ketentuan dan
asas-asas umum dalam hukum pidana yang justru tidak sejalan dengan
karakteristik kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan
adalah Kejahatan Paling Serius (the most serious crimes) dan
Luar Biasa (extra-ordinary crimes)

Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan
gross violation of human rights yang dikategorikan sebagai musuh
seluruh umat manusia (hostis humanis generis). Literatur hukum
menyatakan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan merupakan jus cogens, yakni hukum yang memaksa dan
berada dalam posisi hierarkis yang tertinggi dibandingkan dengan
semua norma dan prinsip lainnya. Norma jus cogens dianggap mutlak
(peremtory) dan tidak dapat diabaikan. Terhadap kejahatan ini, setiap
umat manusia mempunyai tanggung jawab (obligatio erga omnes) untuk
melakukan penghukuman secara adil. Dalam sejarahnya, penghukuman
atas kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi pasca Perang Dunia
Kedua. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo
pada tahun 1948 menjadi awal atas proses penghukuman bagi para
pelaku gross violation of human rights. Selanjutnya, pada tahun 1993
digelar Pengadilan Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili pelaku
berbagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional
di negara bekas Yugoslavia. Pada tahun 1994 juga dibentuk Pengadilan
Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili kejahatan Genosida,
Pelanggaran Konvensi Jenewa dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan
yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Berdasarkan statuta dalam
dua pengadilan di atas, muncul juga perumusan dan pendefinisian
tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan
dalam Hukum Nasional

Tidak Tepat Menempatkan Kejahatan Genosida dan
Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam RUU KUHP

Penempatan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
dalam RUU KUHP mempunyai kelemahan mendasar yang akan
menimbulkan kesulitan dalam melakukan penuntutan yang efektif
terhadap kejahatan-kejahatan ini. Akibatnya adalah, kelemahan
dalam memberikan usaha untuk memberikan perlindungan terhadap
hak asasi manusia. Setidaknya ada tiga alasan mengapa menempatkan
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam
kodifikasi RUU KUHP dianggap tidak tepat:

1. Perumusan yang tidak sesuai dengan hukum
internasional dan implikasi atas efektivitas
penerapannya

Perumusan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
dalam RUU KUHP tidak mempunyai perbedaan dengan perumusan
pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam UU No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Perbedaannya hanyalah
pada nama tindak pidananya, yakni tindak pidana genosida dan
tindak pidana terhadap kemanusiaan. Perumusan ketentuan dalam
RUU KUHP tentang tindak pidana genosida dan tindak pidana
terhadap kemanusiaan yang sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000
inilah yang menimbulkan permasalah karena justru mengulangi
kesalahan perumusan sebagaimana dalam UU No. 26 Tahun 2000.
Para penyusun juga tidak melengkapi perumusan kedua tindak
pidana dengan adanya element of crimes sebagai bagian yang sangat
penting untuk memberikan kejelasan dalam menafsirkan maksud
tindak pidana genosida dan tindak pidana terhadap kemanusiaan.
Dengan demikian, rumusan yang tidak lengkap dan salah dari
ketentuan aslinya sesuai dengan Statuta Roma 1998 telah
melemahkan tingkat kejahatan-kejahatan tersebut. Padahal dalam
hukum pidana, asas kardinal yang dianut adalah asas legalitas yang
menuntut adanya pengaturan yang jelas dan rinci (lex certa). Dalam
penerapannya, perumusan dalam undang-undang menjadi pijakan
untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan dan tingkat
kesalahan pelakunya. Tidak dibenarkan adanya penafsiran yang
meluas atas tindak pidana yang diatur. Akibatnya, jika rumusan
tentang tindak pidana genosida dan tindak pidana terhadap
kemanusiaan dalam RUU KUHP ini dipertahankan dengan rumusan
yang demikian, maka akan melemahkan efektivitas penuntutan
terhadap kejahatan-kejahatan ini.



2. Kejahatan ini memiliki karakteristik khusus dengan
penyimpangan terhadap asas-asas umum hukum pidana

3. Adanya larangan untuk memberikan amnesti kepada
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan

Penutup

¢ Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
memiliki status yang sangat khusus dalam Hukum
Internasional. Kejahatan ini adalah the most serious crimes of
international concern as a whole atau kejahatan paling berat
bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Kejahatan
ini termasuk pelanggaran terhadap Jus cogens dan Erga Omnes,
yakni norma tertinggi dalam hukum internasional yang
mengalahkan norma-norma lain (overriding norms) dan
merupakan suatu kewajiban seluruh negara untuk melakukan
penuntutan.

Oleh karena itu, menempatkan jenis-jenis kejahatan tersebut
dengan perumusan saat ini di RUU KUHP dan memaksakannya
masuk dalam KUHP di masa depan akan menimbulkan
kelemahan-kelemahan baik dari sisi perumusan kejahatan
maupun ketidakcukupan asas-asas umum yang dianutnya.
Bahkan, berpotensi menimbulkan pertentangan dengan asas-
asas umum hukum pidana dalam Buku | RUU KUHP.

Oleh karena itu, jenis kejahatan ini sebaiknya tetap dikeluarkan
dalam RUU KUHP. Sedangkan revisi menyeluruh tentang
perumusan dan akomodasi asas-asas khusus yang akan mewadahi
efektivitas penuntutan atas kejahatan genosida dan kejahatan
terhadap kemanusiaan ini adalah dengan melakukan amandemen
UU No. 26 Tahun 2000.
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